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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 3681/Pdt.G/2021/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cikarang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah  memberikan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

ANONIMASI, tempat dan tanggal lahir Majalengka 28 Januari 1978, umur 43

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga,  tempat  tinggal  di  ANONIMASI,  Desa  Sukasari,

Kecamatan  Serang  Baru,  Kabupaten  Bekasi,  sebagai

Penggugat;

Lawan

ANONIMASI,  tempat dan tanggal  lahir  Bekasi  15 Desember 1973,  umur 48

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Karyawan

Swasta,  tempat  tinggal  di  ANONIMASI,  Desa  Sukasari,

Kecamatan  Serang  Baru,  Kabupaten  Bekasi.,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  15

Desember  2021 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Cikarang  dengan  register  perkara  Nomor  3681/Pdt.G/2021/PA.Ckr,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  08  Juni  2001,  Penggugat  telah  melangsungkan

perkawinan  dengan  Tergugat  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ANONIMASI;  

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

(dua) orang anak masing-masing yang bernama;  

1) NAMA (perempuan), tanggal lahir 26 Agustus 2001;  

2) NAMA (laki-laki), tanggal lahir 28 November 2006;  

3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,

maka  Penggugat  mengajukan  cerai  gugat  kepada  Pengadilan  Agama

Cikarang  dengan  Nomor  Perkara:  pada  tanggal  22  September  2016,

adapun akta perceraiannya dengan Nomor., namun untuk masalah nafkah

anak belum termasuk ke dalam perkara tersebut;  

4. Bahwa sejak terjadinya perceraian anak-anak tinggal dan diasuh bersama

Penggugat,  semula Tergugat  masih memberikan nafkah untuk keperluan

sehari-hari  dan  biaya  pendidikan  anak-anak  namun  sejak  tahun  2019

Tergugat  mempermasalahkan  masalah  pembagian  harta  gono  gini,

sehingga  akibatnya  Tergugat  mengakumulasi  pemberian  nafkah  kepada

anak-anak dan pemberian bagian gono-gini kepada Penggguat;  

5. Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekrang Tergugat  menjadi  tidak sesuai

dalam  memberikan  nafkah  kepada  anak-anak,  bahkan  Tergugat  telah

mengucapkan  kepada  anak  pertama  tidak  akan  memberikan  lagi  biaya

pendidikan karena Rekening Tergugat telah diatur oleh istri barunya;  

6. Bahwa  dengan  penghasilan  Tergugat  yang  cukup  besar  mencapai  Rp.

9.700.000,- /bulan, Tergugat semestinya memiliki kemampuan untuk tetap

memberikan nafkah kepada anak-anaknya, terkhusus biaya pendidikannya

karena kedua anak tersebut sedang dalam masa pendidikan di waktu yang

bersamaan. 

7. Bahwa karena Tergugat  adalah ayah kandung dari  anak tersebut,  maka

saat  ini  Penggugat  meminta  yang  lebih  diutamakan  adalah  biaya  untuk

pendidikannya  karena  masih  merupakan  tanggungjawab  Tergugat  yang

besaran setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta Rupiah)

untuk 2 (dua) orang anak tersebut;  
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8. Bahwa  Penggugat  siap  menanggung  segala  biaya  yang  muncul  dari

perkara ini;  

Bahwa berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  Penggugat  mohon

kepada  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Cikarang  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  nafkah  anak  kepada

Penggugat  setiap  bulan  minimal  sejumlah  Rp.  5.000.000,00  (Lima  Juta

Rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut

mampu membiayai dirinya sendiri;  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

Atau apabila  Majelis  Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat

lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  telah

menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut yang  relaas  panggilannya

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa  dihadapan  Majelis  Hakim,  Penggugat  menyatakan  secara  lisan

mengajukan  permohonan  pencabutan  perkara  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cikarang  dengan  register  perkara  Nomor

3681/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan  Penggugat  dan  Tergugat telah  dipanggil  untuk  menghadap  ke

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan
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oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun

2006,  terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara

telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Penggugat  mengajukan

permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Penggugat  tersebut,  maka

berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut

patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun

telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak

diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv

masih  perlu  dijadikan  landasan  pedoman  hukum,  antara  lain  mengenai

permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  pencabutan

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam

proses  persidangan  maka  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  harus

diperhitungkan;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan azas  lex  spesialis

drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara

Nomor 3681/Pdt.G/2021/PA.Ckr dari Penggugat;   
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2. Memerintahkan  panitera  untuk  mencatat  pencabutan  tersebut  dalam

register perkara;   

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);  

Demikianlah ditetapkan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan

dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  H.  A.  Jazuli,  M.Ag.  dan  Abdil  Baril  Basith,

S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri,

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri  Penggugat, tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

  

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

 

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.
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 Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp 580.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 700.000,00

(tujuh ratus ribu rupiah).
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